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KEPALA DINAR PANGAN KARUPATIEN PIEMINIR SICLATAN,

peladeaoaat

Memmbang a ahiwn ko tanplion tertibinyn
Vonbinipatens

penatathinnn evnngan Dinas Pangan
Pestrtr Selatin diramn perto menugule Pajabiat dian Bial
Penatatmahoann henangan  Dinas Pangan Kabupaten
Pestse Selontan Fahwn 2O

b Dol itk te gl e Penmtnisnliann
Keuanpan dan Sal Pefnbhat Penntaumahinnn ecimngian
pechi ditetapkan denpan Kepuatusan Kepila Dinas Panggan

Kabupaten Penisir Selatan

Mengingat 1. Undang Undang Nomor 120 Tahian 1966 tenitang
Cembentudong Daernhe Otonom Knbopaten dalam
Linpgkungon herah Propinm Humnatenrn Teripnli

(Lembaran Nepava Repablilc Indonesio Talin 1956 Moo
25) s Undong Undong Nomor 200 Dt Tahoan 1957
(Lembaran Negorn Republile Indaonesia Talian 1957 Noro
27 Jo Undang Undang Nomor S Tahon 1958 (Lembinran
Nepara Republile Indonestos Tahwon 1958 Nomor 1O#F,
Tombahan Lembaran Negarn Republile Tndonesin Noroor

O ),

2. Undong Undpng Nomor 17 Tahan 2000 tentang
Kevnnpnn NMepnrn (Lembaran Megnrn Hepuablibe Tndanesina
Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neginra
Republile Tndonesin Nomor 4286),

30 Undong Undpng Nomos I Tahun 2004 tentang
Perbendahnrfin Nepara (Lemboran Nepgara Republik
Indonesin: Tifhun 2004 Nomor b, Tambahan Lemboran
Negrn I\'l‘;HI‘ﬂlh Indonesin Nomaor 4450 ),

4. Undang - Undpng Nomor 1 Tahun 2004 tentarng
Pemertlesnnn Penpelolnnn dan Tanggung Jowanb Kevnnpan
Negara (Lentbivin Negarn Repablik Indonesis Tahun
2000 Nomor| G0, Tambahan Lembaran Negara Repuablib
Indonesia Nognor 4400),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lemhbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan — Kenangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Ifc uangan Daerah;
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Peratursn Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor S
: 24T 4] v

Tohun 2016  tentang  Pembentukan  dan SUsun 17

Peranglat Lizncrab,

Peraturan Darrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ]
Tahun 2019 tentanyg Ketahanan Pangan,

s f PRy s
Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selstan Noror ]

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan P,::lran{a
Daerah Kabupsten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudiukan, Susunan Organisasi, Tugas® pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
Dinas Pangan,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 20‘2_]
tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan  Belanja
Daerah Kabupaten  Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2021;

Keputusan  Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/
23/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran
dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan  Nomor  800/2/Kpts/Pangan-2021 tentang
Penunjukan  Pegawai  Negeri Sipil  Menjadi  Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PPK dan Staf PPK
Dinas Pangan Kabupinten Pesisir Selatan Tahun 2021,

Pejabat - Penatausahaan - Keuangan  (PPK)  yang namanya
fercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas
dan tanggung jawab schagai berikat:

L

Meneliti kelenpkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang  disampiaikan  oleh  Bendahara pengeluaran  dan
diketahui / disetajon oleh PPTK;
Meneliti kelenpgkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS Gaji dan’ tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yang (lilrl;np};:m sesual dengan ketentuan pt:rundari;;~
undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
Melakukan verifikasi SPP; ’
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Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
Melaksanakan akuntansi SKPD ;

Mecnyiapkan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA dan
CALK).

Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya
tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas
membantu PPK untuk:
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Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan
diketahui, disctujui oleh PPTK;,

Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUP dan SPP
LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yvang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
Melakukan verifikasi awal SPP sebelum di verifikasi oleh
PPK SKPD;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
Melaksanakan akuntansi SKPD;

Menyiapkan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA dan
CALK);

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal :12Januari 2021

;S'E, M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR

SELATAN
NOMOR

TANGGAL
TENTANG

800/ 03 /Kpts/Pangan-2021

i~ JANUARI 2021

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021

, JABATAN DALAM
NO Nm“ggggﬂlzt&(}mr / JABATAN PENGELOLAAN
iiiiii S - KEUANGAN
1. | RAHMI HAMDA SARI, S.S5.T. Kepala Sub Pejabat
NIP. 18850921 200501 2 002 Bagian Penatausahaan
Penata Tk. I (III/d) Perencanaan, Keuangan
Keuangan dan
Pelaporan
2. | RULI IKA FALDI Staf Pejabat
NIP. 19831201 201001 1 019 Staf Penatausahaan
Penata Muda (I11/a) Keuangan

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATREN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004



